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ABSTRAK

Resti Rassia Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem
Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang (dibimbing oleh
Bapak Agus Muchsin dan Bapak Abd. Karim Faiz)

PT. BinaArth Ventura memberikan modal usaha dengan sistem tanggung
renteng, Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam baik bersama-
sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk
menanggung pembayaran seluruh utang. Karena diputuskan bersama, maka
konsekuensi dari keputusan bersama itupun harus ditanggung jawab bersama.
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap sistem tanggung rentang dalam pembayaran utang di PT. BinaArtha Ventura
Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto.

Penelitian lapangan (field reseach) ini menjadi penelitian yang digunakan oleh
penulis yang dianalisis dengan menggunakan strategi subjektif atau biasa disebut
metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Watang Sawitto, Kab.
Pinrang, Sulawesi Selatan yang berlangsung selama kurang dari 2 bulan mulai dari
tanggal 19 Desember 2022 s/d 21 Januari 2023. Sumber data yang digunakan adalah
data primer dan diperkaya oleh data sekunder dengan menggunakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan
dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik utang piutang dengan
sistem tanggung renteng di Kecamatan Watang Sawitto tersebut ada 3 (tiga) pihak,
yakni pihak BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto, anggota yang tidak bisa
memenuhi kewajibannya, dan anggota kelompok lain beserta ketuanya. Kemudian
setelah penanggungan dilaksanakan, orang yang ditanggung mengembalikan uang
tanggungan kepada penanggung di lain waktu. Sistem tanggung renteng di BinaArtha
Kecamatan Watang Sawitto ini merupakan sistem untuk menanggulangi resiko
kerugian pihak kantor, dikarenakan anggotanya tidak bisa memenuhi kewajibannya
untuk mengembalikan utangnya. Pada perspektif hukum Islam perihal sistem
tanggung renteng di BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto Kota Pinrang sudah
memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, juga sebagai wadah bantuam dan
gotong royong antar anggota kelompok dan mengimplementasikan kedisiplinan yang
terbuka dalam pengembalian utang, dan untuk kemudahan bersama sebab memberi
banyak manfaat dibanding mudharat.

Kata Kunci: Utang Piutang, Tanggung Renteng dan Hukum Islam
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi
1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat

pada halaman berikut :

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Tha I te dan ha
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Dhal Dh de dan ha
) Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Shad S es (dengan titik di bawah)
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o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)

L Za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik ke atas

¢ Gain G Ge

s Fa F Ef

S Qaf Q Q

4 Kaf K Ka

J Lam 2 El

e Mim M Em

O Nun N En

g Wau w We

2 Ha H Ha

& o B | Apostrof

¢ Ya Y Ye

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().
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2. Vokal
Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal atau
monoftong dan vocal rangkap atau diftong.VVocal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah a A
) Kasrah i I
i Dammah u U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= fathahdanyd’ a adani
¥ fathahdan wau i adanu

Contoh :

&€ kaifa

ds» : haula
3. Maddah

Maddahatau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harakat dan Huruf dan
Nama Nama

Huruf Tanda

o | & fathahdanalif dan ya’ a a dan garis di atas
s kasrahdanyd’ T I dan garis di atas
¥ Dammahdanwau Q u dan garis di atas
Contoh :

<la : mata

=3 . rama

J# . gila

s : yam{itu

4. Ta’Marbutah

Transliterasi untuksa’ marbutah ada dua, yaitu:

1. ta’ marbutahyang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah [t].

2. tamarbiitahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbiitah

itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :
dall Ay . raudah al-jannah atau raudatuljannah
Alalal] 434l . al-madinah al-fadilahatau al-madinatulfadilah
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FRA . al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid(<), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

[Ery) . rabbana
Was . najjaind
Sad : al-haqq
?"-‘ . nu’ima
3e . ‘aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh
hurufkasrah(-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (7).

& : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

S ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf¥(alif lam
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).
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Contoh :

A . al-syamsu (bukanasy-syamsu)
a5l . al-zalzalah (bukanaz-zalzalah)
FERA( . al-falsafah
B al-biladu

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

&4 2k . tamuruna
’@fﬂ . al-nau’
‘édﬁ : syaiun

s 2 .

el : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

al-Qur’an (darial-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh. Contoh :

Fizilal al-qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafzla bi khusus al-sabab
9. Lafz al-jalalah(4)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh :
A& dinullah 4L billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

& Aaa 5 A sh: hum firahmatillah
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
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tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:
WamaMuhammadunillarasiil
Inna awwalabaitinwudi’alinnasilalladhi bi Bakkatamubarakan
SyahruRamadan al-ladhiunzilafih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tust
Abii Nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Mungizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :
Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr
Hamid Abu)
B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

Swi. . subkanahiwata’ala
saw. . shallallahu ‘alaihiwasallam

a.s. © ‘alaihi al-sallam

XX



QS .../ ...

HR

MA:ua

Hijrah
Masehi
Sebelum Masehi
Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
Wafattahun
4 : QS al-Bagarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

Hadis Riwayat
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Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.

et al.

Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari etalia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.

(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
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Cet.

Terj.

Vol.

No.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan
orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap
individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan
Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai
dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya,
Seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam
rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah
hidupnya.!

Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadaian yang digunakan oleh
bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam
kehidupan manusia. Dalam hidup beragama, manusia dituntut untuk selalu
beribadah kepada Tuhannya, khususnya dalam agama Islam. Islam adalah agama
yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik
akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.? Allah menciptakan manusia sebagai

makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain

! Udin saripudin, “Sistem Tanggug Renteng Dalam Persfektif Ekonomi Islam", igtishadia, Vol.
6, No. 2, 2013, h. 386.

2 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.



dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat
beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya
dan harus berhubungan dengan orang lain.’

Allah menciptakan manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat, maka
Allah juga menuntut manusia untuk senantiasa bermuamalah dengan baik.
Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama
manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan
kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya atau alam semesta. *

Salah satu dari praktik muamalah yaitu utang piutang (Qard). Secara
etimologis gard merupakan bentuk masdar dari garada asy-syai -yaqridu, yang
berarti dia memutuskannya.

Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan garadu
asy-syai’a bil-migrad, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. Al-gard adalah
sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun gard secara
terminologis adalah memberikan harta kepada orang vyang akan
memanfaatkannya dengan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, gard adalah penyediaan dana atau tagihan

antar lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjamkan mewajibkan

® Djuwaini, Pengantar Figh Mumalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h. 47.
* Zuhdi, Studi Islam Jilid I11: Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 2.



pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam
jangka waktu tertentu.”

PT. BinaArtha Ventura adalah Perusahaan Modal Ventura yang terdaftar
serta aktif dan terlibat menjadi perusahaan jasa keuangan mikro di Indonesia
sejak Desember 2011. BinaArtha menyediakan pemberian pinjaman modal usaha
melalui metode pinjaman berkelompok yang disebut dengan metodologi
Grameen, khusus untuk perempuan di segmen usaha mikro yang aktif dalam
kegiatan usaha didaerah pedesaan. BinaArtha memberikan modal usaha untuk
mencapai peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia. dan
berupaya untuk memberikan pelayanan dengan memperhatikan aspek kewajaran
dan kelayakan, transparansi, serta efisiensi.

BinaArtha menawarkan pinjaman modal usaha khusus wanita, dengan sistem
berkelompok, jumlah anggota kelompok 7 — 10 orang. Dimana dalam tiap
kelompok memiliki ketua, dalam kegiatan ini BinaArtha memeberikan modal
usaha kepada kelompok tersebut setelah memenuhi persyaratan. Pembayaran
angsuran dilakukan dua minggu sekali dengan jangka waktu pelunasan satu
tahun.

Pada dasarnya BinaArtha memberikan modal usaha dengan sistem tanggung
renteng, Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam baik bersama-

sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk

> Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333-334



menanggung pembayaran seluruh utang. Dalam sistem tanggung renteng semua
keputusan harus melalui proses musyawarah pada saat pertemuan kelompok.
Artinya seluruh anggota kelompok bisa terlibat dalam proses pengambilan
keputusan.

Karena diputuskan bersama, maka konsekuensi dari keputusan bersama
itupun harus ditanggung jawab bersama. dari sinilah kemudian muncul istilah di
tanggung renteng yang berarti tanggung jawab bersama atas diselenggaranya
sebuah keputusan atau tidaknya sebuah kewajiban. Dalam hal sistem tanggung
renteng bahwa apabila salah satu anggota tidak bisa memenuhi tanggung
jawabnya yaitu mengembalikan atau mengangsur uang dalam praktik utang
piutang maka utangnya ditanggung oleh kelompoknya.

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran utang di
BinaArtha Cabang Kota Pinrang, pelayanannya berbasis kelompok yang
sebelumnya sudah dilakukan pendataan yaitu hanya diberikan kepada masyarakat
yang kurang mampu dengan menggunakan survei langsung di tempat tinggal
warga tersebut yang terdiri dari 7 sampai 10 orang dalam kelompok tersebut
dimana Nominal peminjamannya sudah ditentukan yaitu Rp 3.000.000 per
anggota dengan kurun waktu satu tahun dan dilakukan dengan Sistem Tanggung
Renteng.

Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran utang di BinaArtha
Cabang Kota Pinrang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pihak yang

berhutang meminjam uang kepada piutang (Kreditur), piutang juga memberikan



syarat kepada pihak-pihak berhutang. yaitu menggunakan Sistem Tanggung
Renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan,

Dimana proses pengembalian/angsuran dilakukan 2 minggu sekali dalam
kurun waktu satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah di
musyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok
tersebut untuk pengembalian utangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok
tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari
hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi
utang tersebut sampai pelunasan diselesakan.

Dari sini muncul kebersamaan dan tolong menolong dalam kelompok
nasabah. Tapi, program tersebut tidak bisa berjalan baik, sebab lemahnya
pengelolaan dan Kkinerja penerima pinjaman yang tidak amanah, sehingga
program tersebut memicu kecemasan apakah praktik sistem tanggung renteng
oleh PT. BinaArtha ventura jika ditinjau dari segi perspektif hukum Islam apakah
ada pihak yang dirugikan, sehingga melemahkan hakikat utang piutang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang
dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di

PT. BinaArtha Ventura cabang kota Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan

sistem tanggung renteng di PT. BinaArtha Ventura cabang kota Pinrang?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meganalisis tata cara praktik akad utang piutang dengan sistem

tanggung renteng di PT. BinaArtha Ventura cabang kota Pinrang.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap akad utang piutang
dengan sistem tanggung renteng

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu
memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan teori yang ada
dalam teori hukum Islam yang berhubungan dengan masalah sistem perjanjian
tanggung renteng Sebagaimana manfaat yang ada meliputi yaitu: sebagai sarana
mendalam bagaimana aplikasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang
berkaitan dengan masalah sistem perjanjian tanggung renteng, sebagai informasi
dan wawasan penghetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya
dalam praktik tanggung renteng dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnyaa.
2. Secara praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi pemberi

pinjaman dan penerima pinjaman dalam bertransaksi diharapkan mampu
memberikan pemahaman bagi keduanya, sehingga mampu menjalankan program

tersebut dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh spenulis tentang Tinjauan Hukum
Islam terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng maka
penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini,
antara lain:

Penelitian dari Meidia Tya Sasti dengan judul” Sistem Pengelolaan Dana
Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Di Tinjau Dari Hukum
Islam™® skripsi tersebut lebih menekankan pada status dana tanggung renteng
yang terdapat pada kelompok sejahtera bumi jaya. Relevansi penelitian dengan
penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mebahas mengenai tanggung
renteng, sedangkan perbedaannya terletak pada, peneliti berfokus pada
pengelolaan dana taggung renteng sedangkan penulis berfokus pada akad utang
piutang dengan sistem tanggung renteng.

Selanjutnya penelitian dari Hasbi “Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif

557

Ekonomi Islam Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”" skripsi

tersebut lebih menekankan pada Utang piutang dalam perspektif Ekonomi Islam.

® Meidia tya sasti, “Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi
Jaya Di Tinjau Dari Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015, h. 81-82

" Hasbi, “Praktik Utang Piutang Dalam Prespektif Ekonomi Islam Kecamatan Binuang

Kabupaten Polewali Mandar" Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017. h. 7.



Relevansi penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama
mebahas mengenai Utang piutang, sedangkan perbedaannya terletak pada
peneliti berfokus kepada praktik utang piutag dalam perspektif ekonomi islam
sedangkan penulis berfokus pada akad utang piutang dengan sistem tanggung
renteng.

Sementara itu Penelitian dari Sri Suci Asi dengan judul “Praktik Akad Al-
Qard Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT EI Mentari Karang Wangkal)® skripsi
tersebut membahas tentang akad pinjaman. Relevansi penelitian dengan
penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mebahas mengenai pemberian
modal usaha, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti lebih berfokus pada
konsep Al- Qard Al-Hasan pada produk pembiayaan pinjaman sedangkan penulis
membahas tentang akad tanggung renteng untuk menanggung utang yang tidak

bisa dikembalikan oleh orang yang berutang.

® Suci and Asih, “Praktik Akad Al-Qard Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam
Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT EI Mentari Karangwangkal) Institut Agama
Islam Negeri Purwokerto, 2016. h. 99.



B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Utang Piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu uang
yang dipinjamkan dari orang lain.® Sedangkan Piutang mempunyai arti
uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam
yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1754 yang berbunya: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu
jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan
syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang
sama dari macam keadaan yang sama pula,*

Perjanjian Qard adalah perjanjian pinjaman, dalam perjanjian Qard,
pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur
dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada
waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama Kketika

pinjaman itu diberikan.'

251.

° Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesi, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), h.136.

19 Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita,1992), h.

1 Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta:Prenadamedia Group,2015), h. 342.
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Secara terminologi syara Ulama Figh berbeda pendapat dalam
mendefinisikannya, antara lain:
1) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi“iyah
Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti
dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang
dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan
kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
2) Menurut ulama Malikiyah
Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai
imbalan atau tambahan dalam pengembalianya.*?
3) Menurut ulama Hanabilah
Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untukdimanfaatkan
dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai
gantinya.
4) Menurut Sayyid Sabiq
Qard adalah harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar
dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya karna orang

yang berutang mempu membayar”*?

12 |_atif, Figh Muamalah (Jakarta:UIN Jakarta Press,2005),h. 150.
3 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h. 230.
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5) Menurut Hasbi As-Shiddiqi
Utang piutang atau Qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang
yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan
harta dari lainya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk
kepantinganya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut
senilai denganapa yang dia ambil dahulu.

6) Ibn Abidin, salah seorang pengikut Madzab Hanafi mengatakan
bahwa gard, adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang lain
kemudian dikembalikan sebesar jumlah pinjaman.**

Berdasarkan pengertian ini maka Qard memiliki dua pengertian
yaitu: ’arah yang mengandung arti Tabbaru’ atau memberikan harta
atau seseorang dan akan dikembalikan dan Mu awadah karna harta yang
diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan
dihabiskan dan dibayar gantinya.*

Jelasnya Qard atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua
pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan
ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada

pemiliknya dengan nilai yang sama.®

1 Rachmad, “Skim Qardh Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia: Suatu
Kerangka Konseptual." Madania ,Vol.5, No. 2 2018, h. 225.

!> Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang:PT.Pustaka
Riski,2001), h. 103.

18 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h. 230.
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Hukum Qard berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses
akadnya. Adakalannya hukum Qard boleh kadang wajib, makruh,
makruh, dan haram. Jika orang berutang adalah orang yang mempunyai
kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya,
maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang
mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk
berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi hutang
hukumnya haram dan makruh sesuai dengan kondisinya.

Utang dimaknai berbeda antara satu orang dengan orang lain yang
mana utang dimaknai untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh
barang yang ingin dimiliki oleh seseorang tersebut.'” Konsep dasar
Utang (al-Qard) menurut bahasa ialah “potongan”, sedang menurut
syar’i  ialah menyerahkan uang Kkepada orang yang bias
memanfaatkanya, kemudian ia meminta mengembalikanya sebesar uang
tersebut.

Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang
yang layak dimintai bantuan, “ pinjamkan untukku uang sebesar sekian,
atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku
kembalikan kepapadamu pada waktunya”. Pinjaman (gard) adalah

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

Y Dara, “Hutang Piutang Dikalangan Buruh Perempuan Di Desa Jetis, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Mojokerto". Universitas Erlangga, Vol. 7, No. 2,2017,h. 12.
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kembali. Dalam literature fikih, qgard dikatagorikan dalam agad
tathawwu’l atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi
komersial.'®
b. Dasar Hukum Qard
Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua
kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan
kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras
guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Agama Islam
menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong- menolong, gotong
royong dalam hal ini kebajikan dan tagwa. Adapun landasan hutang
piutang diantaranya:
1) Al-Quran
Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik
(semuanya adalah betul-betul dari Allah SAW). Wahyu tersebut
diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril.
Autentik Al-Quran dapat dibuktikan dari kehati-hatian sahabat Nabi
memeliharanya sebelum dibukukan dan dikumpulkan.
Begitupula kehati-hatian para Sahabat dalam membukukan dan

memelihara penggandaanya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Quran

'8 Nawawi, Fikih Muamalah (Bogor :Ghalia Indonesia :2017), h. 178.
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berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang
kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Quran
disebar luaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak
mungkin bersengkokol untuk berdusta. Al-Quran adalah dasar hukum
yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-
hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.

Didalam Al-Quran, terdapat anjuran untuk melaksanakan utang
piutang untuk menentukan waktu pelunasan uang, dan dibuat
perjanjian tertulis dengan memuat semua yang terkait dengan utang

piutang. Dalam Q.S. Al-Bagarah (2): 282

S Y5 il oK s 486 pald el ) oy A 8 el il €
SF B B3 e o Y5 5 A s S e (ol ady A B ike €8
Jiall el Qadls 5 U8 o o ¥ 5T G 3 s o0 e (ol

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak
untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang
berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya
sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang
akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu
mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya
dengan benar. B

9 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surabaya: Al-

Hidayah, 1971)
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Ayat tersebut memberi petunjuk bagi kaum muslimin untuk
mencatat bilamana ada transaksi baik utang piutang barang, uang,
atau jual beli didepan pihak ketiga atau dewasa ini disebut notaris.
Ayat ini juga menegaskan perlunya menulis utang meski sedikit,
disertakan jumlah dan waktu pelunasan.

Dan hendaklah ditulis surat utang itu di antara kamu oleh
seorang penulis dengan adil maksudnya benar tanpa menambah atau
mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Jika penulis
diminta untuk menuliskannya, jangan merasa enggan atau
menentang, seperti yang diajarkan oleh Allah SWT, ini berarti dia
dianugerahi karunia untuk pandai menulis, jadi jangan pelit dalam
menyumbangkannya. Maka hendaklah ia menuliskannya sebagai
penguat, hendaklah yang berutang menjelaskannya, sebab ia adalah
seorang saksi, maka hendaklah ia mengakuinya sehingga ia
mengetahui kewajibannya.? Juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Bagarah

(2): 280
S3alss 157 Yy fQ s 13005 O e D) 5as s 35 087y

Terjemahnya:
“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.

%0 Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”
Al-adalah Vol XIll No 2 h. 254.
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Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik
bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”**

Dari ayat tersebut, bahwa saat orang yang berutang berada dalam
kesulitan untuk bisa membayar utangnya. Maka hendaklah Kkita
memberikan dia waktu untuk bisa melunasi, akan lebih baik bila
utang itu disedekahkan, artinya muqtarid sudah tidak berkewajiban
membayarkan utangnya sebab muqgridh sudah memberikan
kepadanya karena Allah SWT.

2) Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Seseorang
pernah memberi pinjaman seekor unta kepada Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam, lalu ia datang kepada Nabi menagih hutangnya,
lalu Nabi Saw bersabda, “Berikan kepadanya.” Para Sahabat lalu
mencari untanya dan mereka tidak menemukannya kecuali unta yang
lebih baik, maka Nabi bersabda, “Berikan kepadanya.” la berkata,
“Engkau telah memenuhi hakku (semoga) Allah memenuhinya

untukmu.” Nabi Saw bersabda:

Terjemahnya:
“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang
paling baik dalam membayar hutang.”*

*! Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surabaya: Al-
Hidayah, 1971)
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3) Iljma

Berdasarkan nash-nash di atas, para Ulama telah [jma’ tentang
kebolehan utang piutang. Hukum Qard sunat bagi orang yang
memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang.
Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka
menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan
agar dirinya terhindar dari kelaparan.®®

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh
(mubah). dengan demikian hukum hutang piutang bagi orang yang
memberi hutang adalah sunnat. Bahkan wajib (terhadap orang yang
sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya
adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk
maksiat).?*

Hukum Qard berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses
akadnya, adakalanya hukum gard boleh, kadang wajib, makruh, dan
haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai
kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang

kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika

?2 Shahih, “Irwaa-Ul Ghaliil (V/225)], Shahiih Al-Bukhari (1V/58, No. 2393), Shahiih Muslim
(11171225, No. 1601), Sunan an-Nasa-i (VV11/291), Sunan at-Tirmidzi (I1/389, No. 1330) ”

% Rozalinda, Figih Ekonomi Syariah (Jakarta:Rajawali,2016),h. 23
% A.Khumedi Ja“far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Permatanet,
2016), h. 124.
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pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan
uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka
memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan
kondisinya.

Jika seorang yang berutang bukan karna adanya kebutuhan
mendesak, tetapi untuk menambah mudal perdagangannya maka
hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin
dapatmembayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat
diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar
utangnya, jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak
boleh berutang.

Al-Qard  disyariatkan  dalam Islam  bertujuan  untuk
mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang
mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad
utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama.
Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan

menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.?

%5 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta :Gaya Media Pratama Jakarta, 2007),h. 232.
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¢. Rukun dan Syarat Qard
Utang piutang (qard) terdapatpula rukun dansyarat seperti akad-
akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang
piutang (qard) sendiri ada tiga, yakni:

1) Agid yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrid
(pemberi hutang) dan mugtarid (penerima hutang). Mugarid adalah
orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk
melakukan akad tabaru“. Artinnya harta yang dihutang adalah
milikya sendiri. Orang yang berutang dan memberikan utang dapat
dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik
utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang
mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun
syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek
hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang
adalah sebagai berikut.?

a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)

b) Berakal sehat

c) Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan

perbuatan hukum apabilah telah sampai masa tamyiz, telah mampu

%6 Gatot Supramono, Perjanjian Hutang Piutang , (Jakarta :Kencana ,2013), h. 12-16.



20

menggunakan pikiranya untuk membeda bedakan hal yang baik dan
yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat
membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi“i
mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah
anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun belum mumayyiz)
orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.?’
Sementara dalam al-figh al-sunnah dikatakan bahwa akad orang gila,
orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau
memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya.
Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih
akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahanya tergantung pada izin
walinya. Disamping itu orang yang berhutang piutang hendaklah
orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk
melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan.
Sehingga dapat terpenuhi prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak
sah utang yang dilakukan karna adanya unsur paksaan.
2) Ma’qud’alayh yaitu barang yang dihutangkan.

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Mlikiyyah, Syafi“iyah, dan
Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-gard sama dengan

objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat)

2" M.Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007),h.104.
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dan ditimbang (mauzunat) maupun Qimiyat (barang-barang yang
tidak ada persamaanya di pasaran), seperti hewan, barang-barang
dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain,
setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula
dijadikan objek akad gard. Hanafiyah mengemukakan bahwa ma qud
‘alaih hukumnya sah dalam Mal mitsli, seperti barang-barang yang
ditakar (makilat), barang-barang yang ditimbang (mauzunat), barang-
barang yang dihitung (ma dudat) seperti telur, barang barang yang
yang bisa diukur meteran (madzru’at). Sedangkan barang-barang
yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya di pasaran (gimiyat)
tidak boleh dijadikan objek Qard, seperti hewan, karena sulit
mengembalikan dengan barang yang sama.?® Ma’qud’alayh atau
objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari
rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang,disamping adanya
ijjab dan gabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang
tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila
terdapat objek yang menjadi tujuan diadakanya utang piutang.

Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan
penggunaanya mengakibatkan musnahnya benda hutang.

2) Dapat dimiliki

2achmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013),h. 279.
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3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

4) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan
yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah
benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu
habis maka pengembalianya itu bukan barang yang telah diterimanya
dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama.Barang yang
menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang harus dimiliki.
Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam
hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari memberi hutang
kepada pihak yang berhutang. Akad utang piutang dimaksudkan
untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari
keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak
dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak mugarid (orang yang
mengutangkan). Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi
Saw: Sesungguhnya Nabi bersabda: “Semua utang piutang yang
mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba” Jika tidak
disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran
utang piutang, tidak termasuk Riba. Apabila ada inisiatif atau niat
dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya
merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Seperti

yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
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yang menceritakan bahwa seorang laki laki telah menagih piutangnya
kepada Nabi Saw. Dihadapan sahabat Kemudian Nabi Saw.
Memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama.

3) Sighat al-‘agd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu
persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.
Akad gard dinyatakan sah dengan adanya ijab dan gabul berupa lafal
gard atau yang sama pengertianya, seperti “aku memberimu utang”
atau “aku mengutangimu” demikian pula kabul sah dengan semua
lafal yang menunjukan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku
menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.?® Demikian pula
menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat
macam Yyaitu:

a. Orang yang memberi hutang
b. Orang yang berhutang

c. Barang yang dihutangkan

d. Ucapan ijab dan gabul (lafadz)

Dengan demikian, maka hutang piutang dianggap telah terjadi apabila

sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri, Aqgid

(orang yang berhutang piutang)

%% Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 232.
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d. Hukum Qard
Hukum transaksi utang piutang yang asalnya sunnah karena
berbenturan dengan beberapa faktor antara lain, terkait dengan situasi
dan kondisi.*® Hukum yang tadinya sunnah akan berubah diantaranya
adalah:
1) Haram
Hukum haram ini berlaku pada dua sisi, sisi mugridh dan sisi
mugtarid. Dari sudut muqgridh hukum haram berlaku Ketika ia
mengetahui atau menduga bahwa barang yang diutangkannya akan
digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif (maksiat). Dari sudut
mugtarid berlaku ketika muqgridh tidak dalam keadaan darurat dan ia
sama sekali tidak bermaksud mengembalikan atau dari awal, ia
melihat keadaan dirinya yang sebenarnya tidak mampu untuk
melunasinya, dari pihak mugtarid sendiri juga mengetahui akan hal
itu.
2) Wajib
Hukum wajib memberikan utang ini disaat mugridh dalam

keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi

*% Ma'rifatus Sholihin, Mutiara Samudra Figh: Metode Penalaran Solusi Fighiyyah (Kediri:
Forum Pembukaan Bahtsul Masail, 2004), h. 121.
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utang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi
mugridh.®
3) Makruh
Hukum makruh berlaku bagi mugridh yang mengetahui atau
menduga bahwa barang yang diutangkan digunakan dalam hal-hal
yang hukumnya makruh.
4) Sunnah
Hukum sunnah yang merupakan hukum asal ini berlaku dalam
kondisi ketika mugridh tidak dalam keadaan terjepit atau darurat,
nilai kesunnahan didapat dari adanya unsur taawun (tolong
menolong) vyaitu tolong menolong orang yang sedang ditimpa
kesukaran.*?
5) Mubah
Hukum mubah berlaku selain kasus yang hukumnya sebagaimana
disebutkan di atas. Ketika mugridh termasuk orang yang tidak bias
memegang uang banyak, sehingga ia merasa khawatir akan terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan. Atas permintaan sendiri, ia
mengutangkan kepada mugqtarid yang sebenarnya tidak

membutuhkan.

%1 M. Dumairi, Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h.
104.

*% Ibnu Mas'ud, Figh Madzhab Syafi'l Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung:
Pustaka Setia, 2007), h. 65.
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Hukum gard mengikuti taklifi: kadang makruh, wajib, dan haram.
Semua itu tergantung keadaan, cara dan proses akadnya. Jika yang
berutang punya kebutuhan mendesak, sedang yang memberi utang yakni
orang kaya, maka si kaya sedianya memberi utang. Bila pemberi utang
tahu bahwa si pengutang memakai uangnya untuk hal maksiat, maka
haram memberinya utang sesuai situasi. Bila yang berutang tidak punya
kebutuhan mendesak, tapi untuk membantu permodalan usahanya, maka
hukumnya mubah. Seseorang bisa berutang bila sanggup melunasinya,
misalnya bila ia punya harta yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya.
Bila hal itu tidak ada, maka tidak bisa berutang.*

e. Hikmah di Syariatkan Utang Piutang
Syariat Islam bertabur hikmah dan rahasia, di antaranya hikmah
disyariatkannya utang piutang (al-gardh), yakni:
1) Menjalankan perintah Allah SWT agar kaum muslim saling tolong
menolong
2) Memperkuat ikatan persaudaraan (ukhuwah) dengan cara memberi
bantuan kepada orang yang membutuhkan dan meringankan beban

orang yang dilanda kesulitan.

** Abdullah bin Muhammad At- Thayyar, Ensiklopedi Figh Muamalah dalam Pandangan 4
Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Maktabah al-Hanif: Yogyakarta, 2014), h. 157.
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3) Memajukan perekonomian umat, dengan adanya utang piutang
perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan mudah.®
f. Utang Piutang Bersyarat
Dalam dinamika kehidupan masyarakat, praktek utang piutang kerap
diterapkan dengan syarat. Syariat Islam sesungguhnya sudah mengatur
sejumlah ketentuan untuk mencegah manipulasi dan penyelewenngan,
demi menjaga esensi tolong menolong. Bentuk ketentuan syarat dalam
Islam yakni:

1) Qard disertai syarat yang hanya menguntungkan para diri
mugridh, bentuk syarat ini yakni fasid sebab sudah menyimpang
dari tujuan akad gard dan sudah menjadi riba.

2) Qard disertai syarat yang memberi keuntungan pada diri
mugtarid, hukumnya juga fasid sebab berfokus pada keuntungan
dipihak mugridh.

g. Tata Aturan dalam Berutang

Berikut adab atau etika yang perlu diperhatikan dalam masalah utang

piutang (qard):

1) Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

2) Etika bagi pemberi utang (muqgridh):

** Abdullah bin Muhammad At- Thayyar, Ensiklopedi Figh Muamalah Dalam Pandangan 4
Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Maktabah Al-Hanif: Yogyakarta, 2014), h. 204.
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a) Pemberi utang wajib memberi tempo pembayaran bagi yang
meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.

b) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah
ditentukan.

c) Memberi penangguhan waktu kepada orang yang sedang
kesulitan dalam melunasi utangnya sesudah jatuh tempo.®

3) Etika bagi orang yang berutang (mugtarid)

a) Pemberi utang (mugridh) tidak bisa mengambil keuntungan
atau manfaat dari orang yang berutang (mugtarid). Artinya,
pinjaman yang berbunga atau memberi manfaat apapun
yakni haram yang meliputi semua Bungan yang menjadi
syarat dari pemberi utang pemberi utang (mugridh) kepada
si pengutang (mugqtarid).

b) Orang yang berutang wajib harus melunasi utangnya, saat ia
sudah bisa melunasinya. Sebab menundanya padahal ia
mampu, maka ia berbuat zalim.

c) Berutang dengan niat yang baik, bukan untuk hal buruk
seperti: Dberutang untuk foya-foya (bersenang-senang),
meminta sebab jika meminta tidak diberi, maka dipakali
istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat

tidak akan melunasinya.

** Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 98.
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d) Jika kesulitan membayar utang sesuai waktunya, sedianya
yang berutang memberitahu orang yang memberi utang,
sebab hal ini bagian dari menjalankan hak yang
mengutangkan. Jangan diam atau lari dari si pemberi utang,
sebab akan memicu permusuhan.

h. Hukum Memberikan Kelebihan dalam Membayar Utang
Ada 2 macam hukum memberikan kelebihan dalam membayar utang,
yakni:
1) Kelebihan yang diperjanjikan
Tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang atau lebih
menjadi perjanjian sewaktu akad hal ini tidak boleh, tidak halal
orang yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu.
Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang
berutang, “saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu
membayar engkau tambah sekian.” Apabila disyaratkan ada
tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk
riba.
2) Kelebihan yang tidak diperjanjikan
Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama
dengan yang diterima dari orang yang memberikan utang tanpa
tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang

dilakukan atas kemauan orang yang berutang secara ikhlas sebagai
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tanda terima kasih atas bantuan pemberian utang dan bukan

didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut

boleh (halal) dan merupakan kebaikan bagi orang yang berutang.*
Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang berakhir bilamana objek akad pada orang yang
meminjam (mugtarid) sudah dikembalikan kepada pemberi pinjaman
(mugridh) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang
sudah disepakati di awal perjanjian dan pengembalian objek akad
dilakukan di tempat terjadinya akad gard itu berlangsung.

Tapi, jika pemberi utang (mugridh) meminta agar gard dikembalikan
ke tempat yang diinginkannya, sepanjang tidak menimbulkan kesulitan
atau beban bagi orang yang berutang (mugtarid), hal itu dibolehkan. Akad
utang (gard) juga dibatalkan oleh kedua belah pihak karena sejumlah
alasan bila debitur (mugtarid) meninggal, gard atau pinjaman yang belum
dibayar akan ditanggung oleh ahli waris. Olehnya itu, ahli waris wajib
melunasi utangnya, tapi jika pemberi pinjaman (mugridh) menghapus
utang dan berkeyakinan bahwa Jika utang sudah dilunasi, maka gard bisa

dianggap sudah selesai.*’

% H. Ahmad Khumedi Jafar, Hukum Islam di Indonesia, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN
Raden Intang Lampung, 2015), h. 168.
*” Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan

Syariah.
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2. Teori Tanggung Renteng
a. Pengertian Tanggung Renteng

Istilah tanggung renteng berawal dari tradisi para pedagang yang
kemudian diangkat dalam kodifikasi undang-undang hukum dagang
(wet boek van koophandel) yang masuk dalam pembahasan tentang
commanditaire venootschap (CV). Tanggung renteng adalah suatu
bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas
segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan
saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota
kelompok ada yang menyimpang atau tidak qualified maka akad
ditanggung oleh semua anggota kelompok.®

Kata tanggung renteng bermula dari kata “tanggung™ yaitu
menjamin, memikul, melalui dari menyatakan ketersediaan agar bisa
membayar sejumlah utang orang lain apabila orang yang
bersangkutan tidak dapat menepati janji, serta jika tidak mampu
membayar utang yang sudah disepakati. Sedangkan kata renteng

yaitu berarti untaian, dan rangkaian.*

% Ramdani, “Penerapan Tangung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan” (Studi
Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya) Jurnal Al-Amwal, Vol, 1, No.
1, (Agustus 2018), h. 103

% pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (http://kbbi.wh.id/,2020),diakses 22
Juli 2022 pukul 15.06.”
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Tanggung renteng didefinisikan yaitu sebagai sebuah tanggung
jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu
kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui
keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.*°

Sedangkan pengertian tanggung renteng menurut para ahli,
antara lain:

1) Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara
bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.**
2) Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu
kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang
bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila
mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut,
begitu sebaliknya jika mengalami kerugian. Tanggung renteng
dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan
merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal
sebagai ti ji ti beh, artinya mati siji mati kabeh (mati satu, mati
semua). Tanggung renteng merupakan jaminan kolektif dari
kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdiri

dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah

0 Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa
Timur (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.

*' Matahari Giska, Gegana, Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur
Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011),
h. 23.
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tempat tinggal. Pengelompokkan ini dimaksudkan agar anggota
kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produktifitas
dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan
pinjamannya.
3) Tanggung renteng adalah suatu utang yang bersifat kelompok
yangmempunyai satu kewajiban membayar agar utang gugur.*
b. Dasar Hukum Tanggung Renteng
Pada ayat Al-Quran, diantaranya ada yang memuat nilai-nilai
yang ada pada praktik tanggung renteng (TR) yakni dalam QS. Al-
Maidah (5) : 2
Pl 508 20 50201857l S et Y5 Gy
Terjemahnya:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran, Bertakwalah kepada Allah,
sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.*?
Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dalam
mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang

membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan

demikian juga tolong menolonglah dalam ketagwaan yakni segala

*2 Susanto, Alam “Perekonomian Masyarakat.” (Yogyakarta: Ari Offse, 2007), h. 38.

3 Departemen Agama RI, Al-Qur"an Dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
1989)



34

upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi,
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Praktik sistem tanggung renteng juga diperbolehkan menurut
ijma, yaitu para sahabat sudah melakukan kesepakatan dalam hal ini
saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya (agilah),
tidak adanya penentangan oleh sahabat dan telah terbukti sudah
dilakukan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga bisa
disimpulkan bahwa mereka telah sepakat dalam hal ini karena
adanya nilai-nilai positif dan juga aspek kebaikan pada praktik
agilah, sehingga mendorong para ulama untuk melakukan mufakat
(ijma) yang menyatakan bahwa perbuatan seperti agilah tidak
bertentangan pada nilai-nilai yang ada dalam syariah Islam.**

c. Tanggung Renteng dalam Islam

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam.
Akan tetapi dalam figih mu’amalah terdapat istilah “kafalah”. Kata
kafalah disebut juga dengan jaminan (dhaman), beban (hamalah),
tanggungan  (za “amah). Secara syara’ kafalah  bermakna

penggabungan tanggungan seorang kafil (orang yang menanggung)

** Hasan Ali, Asuransi Dalam Prespektif Islam. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 122.
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dan ashil (orang yang ditanggung) untuk memenuhi tuntutan dirinya,
utang, barang, atau suatu pekerjaan.*’

Ada juga pengertian lain yakni Kafalah artinya mengalihkan
suatu tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang
terhadap tanggung jawab seorang penjamin. Kafalah dalam buku
Sugiyah Musyafaah, bermakna dhaman (jaminan), hamalah (beban),
dan za’amah (tanggungan).

Pada hukum Islam, kafalah saling bersambungan dengan
permasalahan utang piutang antara dua pihak. Pihak pertama bersama
dengan pihak lain melibatkan penjamin atau yang disebut pihak
ketiga. dhaman berarti jaminan dan tanggungan. Dalam Islam sendiri
sudah dijelaskan bahwasanya makna menanggung utang seseorang
atau menjamin utang seseorang yang bertujuan untuk melunasi utang
tersebut, mengadakan barang atau menghadirkan sesorang yang
melakukan transaksi di tempat yang sudah ditentukan.

Pengertian ini, bisa diketahui bahwasanya dhaman dapat
diterapkan untuk berbagai bidang dalam melakukan muamalah yang
menyangkut suatu jaminan pada manusia serta harta bendanya.

Dhaman dalam pendayagunaannya pada harta dan benda, jaminan

** Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Iqtishadia,
Vol. 6, No.2, (September 2013), h.386.

* Musyafah, Hadisth Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 161.
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pada kekayaan, jaminan pada jiwa, serta jaminan pada beberapa

perserikatan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat.

Oleh karena itu, istilah kafalah dan istilah dhaman dapat untuk
diterapkan pada permasalahan jual beli, pinjam dan meminjam atau
yang disebut ariyah, titipan atau yang biasa disebut wadiah, utang
dan piutang atau yang disebut dengan gard, agunan atau yang disebut
rahn. Di bawah ini adalah pengertian kafalah, yakni:

1) Menurut Jumhur ulama, Tanggung jawab orang yang menjamin
dikumpulkan dengantanggung jawab orang yang dijamin pada
masalah hak atau utang, sehingga hak atau uang itu menjadi
tanggung jawab untuk keduanya.

2) Menurut ulama Hanafiah, Mempersatukan tanggung jawab dengan
tanggung jawab lainnyauntuk hal tuntunan secara mutlak, baik
yang terkait jiwa, materi, uang, dan pekerjaan.

d. Manfaat Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng bermanfaat bagi kekompakan
kelompok dan kepercayaan dari pihak luar. Penerapan tanggung
renteng perlu control social yang komprehensif, sehingga sistem ini
bisa berjalan efektif. Perlunya kriteria berikut agar tanggung renteng

berjalan efektif:*’

*" Udin Saripudin, “Sistem Tanggug Renteng Dalam Persfektif Ekonomi Islam.” Iqtishadia,
Vol. 6, No.2, (September 2013), h. 390
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1) Kelompok punya ikatan yang kuat, solidaritas, kebanggaan
kelompok dan sudah teruji dalam jangka waktu yang lama.

2) Anggota kelompok mendapat pinjaman yang relatif sama
besarnya.

3) Semua anggota kelompok punya usaha dengan tingkat laba yang
memadai.

4) Kelompok punya pemimpin dengan watak yang cukup baik,
berpengaruh dan tegas untuk menjalankan aturan kelompok yang
disepakati.

5) Anggota kelompok sudah punya atau bersedia menyetor sejumlah
tabungan dengan rasio sesuai jumlah pinjaman yang diminta
sesuai yang disyaratkan.

6) Kelompok punya ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan
memenuhi  syarat untuk menjadi avalist (penanggungan) bagi
anggota lain yang membutuhkan kredit tapi tidak punya agunan
(Jjaminan)

7) Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai
agunan.

8) Anggota kelompok punta kegiatan usaha perihal kepentingan satu

sama lain.
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e. Unsur — unsur Tanggung Renteng
Sistem tanggung renteng mustahil diaplikasikan tanpa adanya
anggota dalam kelompok. Untuk itu, ada 3 unsur yang harus dipenuhi
oleh sistem tanggung renteng, yakni:*®
1) Kewajiban

Dalam hal kewajiban, setiap anggota perlu membayar
simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pembayaran angsuran
sesuai jumlah pinjaman vyang diberikan oleh koperasi.
Perbedaannya ada pada cara pengelolaannya, pemenuhan
kewajiban diselesaikan sesuai kelompok bersama dan sejumlah
kewajiban, dan masing-masing anggota kelompok bertanggung
jawab.

Untuk itu, semua kewajiban anggota harus dilunasi selama
pertemuan kelompok. Lalu penanggung jawab, setelah menerima
kewajiban anggota, menyetorkan seluruh kewajiban berupa dana
atau modal ke dalam koperasi. Jika satu anggota tidak bisa
membayar, semua anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas
kegagalan anggota untuk membayar. Sebab inilah yang disebut
sistem tanggung renteng (TR), jika ada risiko, ditanggung

bersama.

8 Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa
Timur, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.
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2) Kelompok
Kelompok disini bukan sekadar daftar anggota yang sudah
menjadi kelompok, tapi anggota sendiri atau individu berinisiatif
membentuk kelompok yang saling mendukung. Kelompok ini bisa
dilihat lewat aktivitas pertemuan, yang bisa dilakukan secara
konsisten dan teratur sesuai aturan kelompok yang sudah
diberikan sebelumnya. Selain urusan rencana tanggung jawab
bersama, anggota juga bisa menjalin hubungan dengan anggota
kelompok lainnya
3) Peraturan
Perbedaan antara koperasi dan sistem tanggung renteng yakni
bahwa dalam koperasi umum, anggota harus mematuhi aturan
yang berlaku, yang tertulis dalam ad-art dan peraturan khusus. Isi
dari rencana tanggung renteng ini bahwa anggota merumuskan
aturan untuk menjaga hubungan.
f. Syarat dan Ketentuan Program Kelompok Tanggung Renteng
Kegiatan juga diklasifikasikan sebagai dasar pemakaian
tanggung renteng untuk mengelola lembaga keuangan. Ada 2 cara
untuk menjadi anggota sistem tanggung renteng yakni, sudah
bergabung dan membentuk kelompok baru, setidaknya 10 anggota
terdaftar. Minimum ini sesuai pertimbangan tanggung jawab setiap

anggota saat risiko dan penyimpangan terjadi. Situasi yang ada yakni
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semakin kecil jumlah anggota maka semakin berat bebannya saat ada
tanggung renteng (TR).

Meski keberadaan suatu kelompok menjadi tanggung jawab
semua anggota kelompok, tapi setiap kelompok perlu penanggung
jawab (PJ) yang mengkoordinasikan kegiatan kelompok dan
membagi tanggung jawab. Itu sebabnya saat kelompok terbentuk, hal
pertama yang harus dilakukan yakni memilih penanggung jawab,
yang siap mengkoordinir aktivitas kelompok tanggung renteng.
Dalam hal memilih, anggota berhak menentukan siapa yang siap

menjadi penanggung jawab.

. Nilai-nilai Tanggung Renteng

Dalam penerapan sistem tanggung renteng (TR), ternyata terjadi
juga proses perubahan perilaku anggota. Perilaku yang berlandaskan
dengan nilai-nilai kearifan yang kemudian dikenal dengan nilai-nilai
tanggung renteng.

Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam program
kelompok tanggung renteng (TR) yakni sebagai berikut:*°

1) Gotong royong dan kekeluargaan.

* Andriani S. Soemantri, Bunga Rampai Tanggung Renteng, (Malang: Puskowajanti LIMPAD,

2001), h. 37.
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2) Menumbuhkan rasa disiplin, kejujuran, tanggung jawab,
musyawarah serta rasa percaya diri terhadap anggota dalam satu
kelompok dan sesama kelompok.

h. Mekanisme tanggung renteng
Ditemukan dua macam mekanisme sistem tanggung renteng,
yakni sebagal berikut:

1) Mekanisme pengambilan keputusan

Disini mekanisme mengatur bagaimana cara atau proses
pengambilan keputusan pada tingkat kelompok yang dikaitkan
dengan tanggung jawab yang akan dipikul sebagai konsekuensi
dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung
jawab seluruh anggota kelompok, maka proses pengambilan
keputusan juga harus melibatkan semua anggota kelompok. Proses
pengambilan keputusan adalah dengan cara bermusyawarah yang
dapat menghasilkan kesepakatan bersama, yang berarti apa yang
telah diputuskan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh semua
anggota dalam kelompok tanggung renteng (TR).

2) Mekanisme control

Pada sistem tanggung renteng (TR), mekanisme kontrol
memaksa semua anggota menjadi penanggung jawab. Dalam hal
ini jika ada anggota yang tidak bertanggung jawab, maka semua

anggota kelompok harus menanggung bebannya, beban disini
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mengacu pada bentuk pinjaman dana atau modal, dan juga nilai
moral suatu kelompok. Jika kelompok tidak mau menanggung
beban, maka hak-hak anggota kelompok tidak bias diwujudkan.
Sebenarnya, aturan kelompok merujuk pada kontrol yang
ditetapkan setiap kelompok.
I. Konsep pembiayaan dalam sistem tanggung renteng
Sistem tanggung renteng yakni pengejawantahan dari asas
kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi. Seperti yang
diutarakan Syaiful Arifin dalam jurnalnya, tujuan sistem tanggung
jawab bersama terutama untuk faktor manusia. Sistem tanggung
renteng berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas
penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan
anggota kelompok, dan pengajuan pinjaman dari anggota kelompok
kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau
kelakuan pemimpin kelompok atau pengurus kelompoknya.*
Wanprestasi yang dilakukan oleh mitra dapat dilihat dari
ketentuan klasifikasi kondisi mitra. Klasifikasi kondisi mitra adalah
klasifikasi terhadap perfomance mitra oleh kreditur yang dilakukan

untuk mendeteksi secara dini mitra mana saja yang potensial

%0 Syaiful Arifin, “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan
Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt." Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.3
(September 2008) Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang, h. 520.
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bermasalah. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi tiga bagian untuk

memudahkan pengelompokan mitra, yaitu:>*

1) Klasifikasi over tenor
Mitra dapat dikategorikan dalam aspek over tenor apabila kedua
aspek penilaian tidak diperuhi dan melebihi jangka waktu
pembayaran angsuran sesuai perjanjian.

2) Klasifikasi door to door
Mitra dapat dikategorikan ke dalam Klasifikasi door to door
apabila kedua aspek tersebut tidak dipenuhi oleh mitra, namun
dalam hal ini masih dapat dilakukan penagihan dengan
mengunjungi rumah mitra satu persatu ntuk meminta pembayaran
angsuran.

3) Klasifikasi sedang
Mitra dapat dikategorikan ke dalam Kklasifikasi sedang apabila
mitra hanya dapat memenuhi salah satu dari kedua aspek

penilaian, misal mitra tidak hadir tetapi tetap membayar angsuran.

*! Cempaka Widowati, “Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk
Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi." Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Privat Low. 6, No. 1, (Jawa Tengah, 2018) h. 84.”
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3. Teori Hiwalah

a.

Pengertian Hiwalah

Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam
adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah
dinamakan dengan alhiwalah.®> Menurut bahasa, kata “al-hiwalah”
huruf ha dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari
kata “at-tahawwul” yang berarti al-intigal (pemindahan/pengalihan).

Orang arab biasa mengatakan halaanil’ahdi yaitu terlepas dari

tanggungjawab.>®

Sedangkan secara istilah para ulama berbeda dalam
mendefinisikannya, yakni:

1) Menurut Zainul Arifin, hiwalah yakni akad pemindahan utang
piutang suatu pihak kepada pihak lain, yang didalamnya ada 3
pihak, yakni pihak yang berutang (muhil), yang memberi utang
(muhal) dan yang menerima pemindahan (muhalalaih).*

2) Menurut Hanafiyah, hiwalah yakni memindahkan beban utang dari
tanggung jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung

jawab

%2 Wahbah Zuhaily, Al- Figh Al- Islamy Al- Adillatuh, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus

1986, h. 143.

%% Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh" Ala Al-Madhzab Al-Arba “ah, Beirut, Dar

AlFikr,t.t,.h. 210.

> Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari“ah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada

Universitiy Press,

2009), h. 253.
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muhal alaih (orang lain punya tanggung jawab membayar utang
pula).>

3) Menurut Iman Maliki, Syafi’l, dan Hambali, Al-Hiwalah yakni
pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang
dari satu pihak kepada pihak lain.*®

Figih pemindahan utang secara mutlak atau hiwalah muthalagah
(pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dipunyai sebagai ganti
rugi) dibolehkan diterapkan hal tersebut, mengingat tingginya resiko
pembiayaan yang tidak terinci, sehingga yang bisa dijalankan yakni
pemindahan utang secara terikat atau hiwalah mugayadah
(pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) sebab
kejelasannya dan resiko yang bisa diatasi.

Konsep hukum perdata hiwalah yakni serupa dengan
pengambilan alihan utang, lembaga pelepasan utang atau penjualan
utang atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur.
Dalam hukum perdata dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan
novasi Yyaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya

pergantian debitur atau kreditur.”’

> Ad-Dur Al-Mukhtasar, Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif
Asy'Syariahmin Al-Masharif Al-1slamiyah Al-Muashsyirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim

AlAbadi, h. 339.

*% |dris Ahmad, Figh al-Syafi “ivah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 47.
>" Adiwarman Al Karim, Ekonomi Islam. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.
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b. Dasar Hukum Hiwalah

1) Al-Quran
Saat berhiwalah ada bukti kasih sayang kepada sesama,
memudahkan muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuh
kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati

mereka. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Bagarah (2): 280
O3alas 2888 & e et g ses D) SRS sl 35 Oy
Terjemahnya:
“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan,

berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh

kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu

lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.58

Avyat tersebut menerangkan bahwa bila orang yang kamu utangi
mengalami kesulitan ekonomi, belum bisa melunasi utangnya, maka
berikan keleluasaan sampai ia bisa melunasinya. Bila kamu
bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau
membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika
kalian mengetahui keutamaan sikap tersebut disisi Allah SWT. Juga

dijelaskan dalam Q.S Al-Bagarah (2) ayat: 282

Jidly e e B0 B0 A2 el ot g

Terjemahnya:
“Wahai orang-orang Yyang beriman, apabila kamu
berutang piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang

1989)

%8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
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pencatat di antara kamu menuliskannya dengan
benar...””

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam utang piutang atau
transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika
ada perselisihan dapat dibuktikan, kegiatan ini pula diwajibkan

untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak

manapun.
2) Hadist
sUad spiest 0 e 5 56
Terjemahnya:

“Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik
adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang).”
(HR. Bukhari).®
Karena itu syariat memberikan ketentuan bahwa tatkala seseorang
memiliki uang yang cukup untuk membayar tanggungan utang yang ia
miliki, maka ia harus segera membayar utangnya kepada orang yang
memberinya utang.
3) Ijma

Pada prinsipnya para ulama sepakat membolehkan akad

hiwalah dalam utang piutang bukan pada barang konkrit dan

>° Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surabaya: Al-
Hidayah, 1971).

80 Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhori, Juz 2, Dar Al-Fikr,
Beirut, Tt, h. 37.
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ahlullimi bersepakat bahwa hiwalah hukumnya jaiz.** Semua bentuk
muamalah dan transaksi, pada dasarnya perbolehkan dalam Islam
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini tidak ada
persoalan mengenai dasar hukum hiwalah karena ijma’ ulama yang
merupakan kesepakatan dari ulama membolehkan adanya transaksi

hiwalah.

c. Rukun dan Syarat Hiwalah

1) Rukun Hiwalah

Rukun hiwalah menurut Imam hanafi, hanya ijab (pernyataan
melakukan hiwalah) dari pihak pertama dan gabul (pernyataan
menerima hiwalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga, menurut
Madzhab syafi’i, Maliki, dan Hambali rukun hiwalah ada 6 yaitu:

a) Ada utang pihak ketiga kepada pihak pertama,utang muhalalaih
kepada muhil.

b) Ada utang pihak pertama dan pihak kedua (muhal bih), yaitu
utang muhil kepada muhtal.

c) Orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, (muhil).

d) Orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang
kepada muhal.

e) Orang yang berpiutang kepada muhil, (muhal atau muhtal).

®! Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: DSN

MUI, 2006), h. 77.



f) Pernyataan hiwalah, (shighat).®?

2) Syarat- syarat Hiwalah, berkaitan dengan

muhal’alaih dan muhalbih (utang yang dipindahkan), yaitu:

a) Syarat pemindahan utang (muhil)

muhil,
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muhal,

Berkemampuan melakukan akad dalam hal ini hanya dapat

dimiliki jika ia berakal dan baligh, hiwalah tidak sah dilakukan

oleh orang gila dan anak-anak karena tidak mampu belum dapat

dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab secara umum.

a. Beban muhil setelah hiwalah. Ketika hiwalah berjalan sah

dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur, menurut
pendapat ulama jumhur, andai kata muhal alaih mengalami
kebangkrutan, membantah hiwalah atau meninggal dunia,
maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut
madzhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata
muhal alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu untuk
membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil.
Sedangkan  menurut  Imam  Malik, orang yang
menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian
muhalalaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia
dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh

kembali kepada mubhil.

82 |dris Ahmad Figh Al- Syafi “ivah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 57-58.
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b. Karelaan muhil, disebabkan hiwalah mengandung pengertian

pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan.®
b) Syarat Muhal (orang yang berpiutang kepada muhil).

a. Harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, hal
ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh muhil.

b. Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.

c. Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majelis
akad, ini adalah syarat berakad.

c) Syarat Muhalalaih (penerima pindah utang)

a. Berakal dan baligh.

b. Penerimaan hendaklah dibuat dalam majelis akad.

c. Kerelaan, ketika ada unsur-unsur paksaan dalam penerimaan
pindah utang, akadnya tidak sah ulama Maliki tidak
mensyaratkan kerelaan bagi penerima hiwalah.

d) Syarat Muhalbih (utang)

a. Hendaklah utang yang berlaku pada pemiutang dan
pemindahan utang, sekiranya ia bukan utang kedudukan
akadnya menjadi perwakilan. Implikasinya hiwalah dalam
bentuk barang yang ada tidak sah, karena ia tidak tetap tidak

berubah dalam tanggungan.

83 «Alj Fikri, Al- Muamalat Al- Madiyah Wa Al- Adabiyah, Juz 2, Mathba“ah Musthafa Al-
Babiy Al- Halaby, Mesir, Cet 1, 1357 H, h. 74-80.”
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b. Utang tersebut hendaklah berbentuk utang lazim, utang yang
tidak lazim tidak sah dipindahkan, seperti bayaran ganjaran
yang mesti dibayar oleh hamba mukatab (hamba yang
dibenarkan menebus diri dengan bayaran), karena utangnya
tidak boleh dianggap sebagai utang lazim. Ringkasnya, setiap
utang yang tidak sah untuk tujuan jaminan ia tidak sah juga
untuk dipindah-pindahkan.®*

d. Jenis- jenis Hiwalah

Hiwalah dalam madhzab Hanafi membagi dalam beberapa
bagian, jika ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi
menjadi dua apabila yang dipindahkan itu adalah hak menurut utang,
maka pemindahan itu disebut pemindahan hak (hiwalah al-haqg),
sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar
utang, maka perpindahan itu disebut pemindahan utang (hiwalah ad-

dayn). Sedangkan jika ditinjau dari sisi lain dibagi menjadi dua yaitu:

1) Hiwalah Al-mugayyadah (pemindahan bersyarat)

Pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti rugi
dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Dengan
demikian, hiwalah al- mugayyadah pada satu sisi merupakan

hiwalah al-hag, Berdasarkan kesepakatan para ulama hukum

% Wahbah Zuhaily, Al- Figh Al- Islamy Al- Adillatuh, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h.
147.
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hiwalah ini diperbolehkan karena banyak mendatangkan
manfaatnya dari pada mudharatnya.
2) Hiwalah Al-mutlagah (hiwalah tetap)

Hal ini terjadi jika orang yang berutang (orang pertama) kepada
orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada
pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada orang
pertama. Jika ditinjau dari segi objeknya, hiwalah dibagi menjadi
dua, yaitu:

a) Hiwalah dayn Merupakan pemindahan utang kepada orang
lain yang mempunyai utang kepadanya, berbeda dengan
hiwalah hag.

b) Hiwalah haq Merupakan pemindahan dari satu piutang
dengan piutang yang lain dalam bentuk uang bukan barang,
hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang
dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi utang yang lain.
Sedangkan orang yang berutang tidak berubah atau berganti
yang berganti adalah piutang.

e. Berakhirnya Akad Hiwalah
1) Meninggalnya muhal sementara muhalalaih mewarisi harta hiwalah
karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika
akad ini hiwalah mugayyadah, maka berakhir sudah akad hiwalah

itu menurut madzhab Hanafi.
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2) Jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah
kepada muhalalaih dan ia menerima hibah tersebut.

3) Dibatalkan atau fasakh, hal ini terjadi jika akad hiwalah belum
dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu di fasakh, keadaan ini hak
penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil.

4) Hilangnya hak muhalalaih karena meninggal dunia atau bangkrut
atau ia mengingkari adanya akad hiwalah sementara muhal tidak
dapat menghadirkan bukti atau saksi.

5) Jika muhalalaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal,
ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua
pihak. ®

f. Konsekuensi Akad Hiwalah
Ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi akad hiwalah, yaitu
sebagai berikut:

1) Madzhab Hanafi beliau membenarkan terjadinya akad hiwalah
almutlagah, menurut pendapatnya jika akad hiwalah al-mutlagah
terjadi karena keinginan dari si muhil, maka hak dan kewajiban
antara muhil dan muhalalaih yang mereka tentukan Kketika
melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku
khususnya jika jumlah utang piutang antara pihak pertama, kedua

dan ketiga tidak sama.

% Sunartono Zulkifli, Panduan Praktik Perbankan Syari“ah, Jakarta: Zikrul Hakim, h. 30.
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2) Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi muhal untuk
menuntut pembayaran utang kepada muhalalaih.

3) Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk
membayar utang kepada muhal dengan sendirinya menjadi terlepas,
adapun menurut sebagian ulama madzhab Hanafi kewajiban
tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi

|.66

utangnya kepada muha

C. Tinjauan Konseptual

1. Utang Piutang
Utang piutang (al-gard) yakni memberi sesuatu kepada seseorang
dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.
Pengertian“sesuatu” dari definisi yang diutarakan punya makna luas,
selain bias berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, dengan
catatan barangtersebut habis karena pemakaian.
2. Tanggung Renteng
Tanggung Renteng didefinisikan yaitu sebagai sebuah tanggung
jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu
kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan
rasa saling mempercayai yang begitu mendasar. Dari tinjaun di atas, dapat

didefenisikan bahwa dalam sistem tanggung renteng bisa menumbuhka

% Sunartono Zulkifli, Panduan Praktik Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, h. 31.
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rasa kepercayaan antar sesama manusia bila mana ada keterbukaan dari
masing-masing pihak.
. Hiwalah

Figih pemindahan utang secara mutlak atau hiwalah muthalagah
(pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dipunyai sebagai ganti
rugi) dibolehkan diterapkan hal tersebut, mengingat tingginya resiko
pembiayaan yang tidak terinci, sehingga yang bisa dijalankan yakni
pemindahan utang secara terikat atau hiwalah mugayadah (pemindahan
utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) sebab kejelasannya dan

resiko yang bisa diatasi.



D. Kerangka Fikir

Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang
dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT. BinaArtha
Ventura Cabang Kota Pinrang.

— T~

Akad Utang Piutang
dengan Sistem Tanggung
Rentena
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Tinjauan hukum Islam
terkait penerapan sistem
tanggung renteng

/T\

Teori Utang Piutang

Teori Tanggung Renteng

Teori Hiwalah

!

1. Sistem tanggung renteng di PT. BinaArtha Ventura Cabang Kota
Pinrang Kecamatan Watang Sawitto Untuk pengembalian utang, berlaku
sistem tanggung renteng dengan maksud memudahkan angsuran dan sudah
berjalan sejak berdirinya BinaArtha tersebut, sebagai tanggung jawab
dalam kelompok tersebut.

2. Pada perspektif hukum Islam perihal sistem tanggung renteng di
Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sudah memenuhi syarat
dan rukun sebab memberi banyak manfaat dibanding mudharat.




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, Peneliti berusaha
memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku
manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.
Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami obyek
yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada
masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan
penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih
dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan
wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil
penelitian.®’
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas
mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah

jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang cermat yang

%7 Jmam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.
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dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan dengan melihat objek
yang diteliti dan memilih orang-orang tertentu yang dapat memberikan data
berupa fakta-fakta yang penulis butuhkan.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
Alasan pemilihan lokasi ini, sebab masyarakat khususnya perempuan dominan
punya perekonomian menengah ke bawah sehingga memakai jasa BinaArtha
untuk meminjam modal untuk kebutuhan hidup dengan memakai sistem tanggung
renteng dalam pembayaran utangnya. Waktu penelitian yang digunakan peneliti,
yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
C. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada akad sistem tanggung renteng dalam pembayaran
utang oleh masyarakat kota Pinrang, Dengan menelaah perspektif hukum Islam
terhadap bentuk praktik tanggung renteng dalam pembayaran utang oleh
masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh
dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen seperti artikel dan berita yang

mendukung tercapainya tujuan penelitian.®®

%8 Suharsimi Arikunto, Metode Peneltian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 39.
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1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli atau informan dengan jalan melakukan wawancara untuk
mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber
utama data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data
primer adalah pemberi hutang (Muhal) dengan uang memberikan modal
usaha kepada penerima hutang (Muhal Alaih) dengan Sistem Tanggung
Renteng.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak
langsung artinya sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permaslahan objek yang
dikaji. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis tentang
ekonomi syariah, figh muamalah, sisetem tanggung renteng dan lain-lain.
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data
Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek
penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka teknik pengumpulan data
pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada
obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan,

kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan
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pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk
mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan
suatu penelitian.®® Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan
mencermati bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran
hutang yang dipraktikan oleh ibu-ibu kelompok di BinaArtha Cabang Kota
Pinrang.
2. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan
dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.’
Dengan tujuan mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti.
Wawancara dilakukan dengan AO BinaArtha untuk mendapatkan data
mengenai sistem tanggung renteng dan juga mewawancarai Mitra dari
beberapa kelompok.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengambil data dari

dokumen yang merupakan suatu pencatat formal. Dalam penelitian ini,

dokumentasi digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan

% peter Mahud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2009), h.
252.

" Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000),
h. 135.
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wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mendapat informasi mengenai
Sistem Tanggung Renteng di BinaArtha Cabang Kota Pinrang.
F. Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab Kkeraguan. Adapun
keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengujian kredibilitas data;
yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan triangulasi atau bentuk
validasi silang. Triangulasi menghasilkan pemindaian data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, uji transferability; yaitu menentukan
seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh
pembaca lain, uji depentability; menguji keandalan peneliti kepada orang lain
dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti, dan pengujian
confirmability; vyaitu dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian
disepakati banyak orang atau tidak. Karena penelitian dikatakan obyektif jika
disepakati banyak orang.”
G. Teknik Analisis Data
Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului
dengan metode deskriptif analisi kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan
masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data data tentang praktik
Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran utang di BinaArtha Cabang Kota

Pinrang yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikanya

™ A Fuad dan KS Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha llmu,
2014), h. 101.
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kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan
yang sesuai dengan analisis terhadap praktik Sistem Tanggung Renteng dalam

pembayaran hutang di BinaArtha Cabang Kota Pinrang.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalan penelitian ini adalah
induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang
kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.
Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data data mengenai utang piutang
yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data data yang sifatnya
khusus mengenai Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran utang di

BinaArtha.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di PT.

Binaartha Ventura Cabang Kota Pinrang

PT. BinaArtha Ventura adalah Perusahaan Modal Ventura yang
terdaftar serta aktif dan terlibat menjadi perusahaan jasa keuangan mikro di
Indonesia sejak Desember 2011. BinaArtha menyediakan pemberian
pinjaman modal usaha melalui metode pinjaman berkelompok yang disebut
dengan metodologi Grameen, khusus untuk perempuan di segmen usaha
mikro yang aktif dalam kegiatan usaha didaerah pedesaan. BinaArtha
memberikan modal usaha untuk mencapai peningkatan ekonomi dan sosial
bagi masyarakat Indonesia. dan berupaya untuk memberikan pelayanan
dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kelayakan, transparansi, serta
efisiensi.

BinaArtha menawarkan pinjaman modal usaha khusus wanita, dengan
sistem berkelompok, jumlah anggota kelompok 7 — 10 orang. Dimana dalam
tiap kelompok memiliki ketua, dalam kegiatan ini BinaArtha memeberikan
modal usaha kepada kelompok tersebut setelah memenuhi persyaratan.
Pembayaran angsuran dilakukan dua minggu sekali dengan jangka waktu

pelunasan satu tahun.
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Pada dasarnya BinaArtha memberikan modal usaha dengan sistem
tanggung renteng, Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam
baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara
mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang. Dalam sistem
tanggung renteng semua keputusan harus melalui proses musyawarah pada
saat pertemuan kelompok. Artinya seluruh anggota kelompok bisa terlibat
dalam proses pengambilan keputusan.

Utang dan piutang seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di
tengah dinamika kehidupan masyarakat, dan wadah bagi orang yang ingin
memulai usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini sudah banyak
lembaga atau lembaga hukum Syariah dan non-Syariah yang memberi
pinjaman, dan sistem atau ketentuannya berlaku di tempat tersebut.

Ibu Amma selaku ketua kelompok mengatakan:

“Saya memilih mengambil pinjaman di BinaArtha, karena faktor

kebutuhan  hidup, proses meminjam uangnya juga lebih

cepatdibandingkan di tempat lain” 2

Ibu Susan selaku anggota kelompok menjelaskan:

“Alasan saya mengapa memilih melakukan pinjaman di BinaArtha
adalah untuk melengkapi kelompok karena dalam aturan pinjaman
yang dilakukan di BinaArtha harus mengumpulkan anggota minimal
7-10 orang dalam satu kelompok”73

Melakukan pinjaman di BinaArtha tidak serumit persyaratan yang

diajukan dibanding koperasi lain, cukup membuat kelompok dengan 7

2 Amma (Mitra BinaArtha), Wawancara di Desa Maccorawalie, 05 Januari 2023
" Susan (Mitra BinaArtha), Wawancara di Desa Jaya, 05 Januari 2023
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hingga 10 anggota dengan total pinjaman sama rata dengan anggota lainnya
yakni Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tagihan per dua minggu yakni
Rp 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu) per anggota. Sistem tanggung
renteng dalam pengembalian utang di BinaArtha dimaksudkan agar proses
pengembalian utang atau angsuran yang dilakukan berjalan lancar dan
disiplin. Ibu Lisna selaku anggota kelompok mengungkapkan:

“Saya meminjam uang di BinaArtha untuk menambah modal usaha

dan bagusnya lagi karena awal peminjaman pihak BinaArtha akan

mengontrol setiap kelompok apakah uang pinjaman tersebut dibuat
usaha atau tidak karena yang pernah dijelaskan oleh pihak BinaArtha

di awal perjanjian yakni tujuan peminjaman ini untuk mengangkat

perekonomian ibu-ibu masyarakat menengah kebawah dengan

membuat usaha secara mandiri atau kelompok”"

Hal ini yang menjadi faktor masyarakat di lingkungan tersebut banyak
yang minat meminjam dana di BinaArtha, selain faktor ekonomi, juga ada
keinginan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di BinaArtha praktik pelunasan utang dengan sistem tanggung renteng
dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ekonomi menengah kebawah, yakni
tabungan bulanannya tidak bisa melebihi Rp 800.000 (delapan ratus ribu).
Salah satu contoh yang tidak bisa diperiksa oleh setiap anggota rumah yakni
PNS sebab melayani orang miskin. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kahar
(DBM dari BinaArtha) :

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang sudah

diberlakukan di kantor cabang pusat, sistem ini bertujuan untuk
memperlancar angsuran dalam pengembalian utang kepada pihak

™ Lisna (Mitra BinaArtha) , Wawancara di Desa Bentengnge, 06 Januari 2023
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BinaArtha, sistem ini  diperbolehkan karena dilihat dari
kebermanfaatanya lebih banyak mendatangkan manfaat dibanding
mudharat karena hanya 3% (persen) dari keseluruhan kelompok yang
terdapat anggota yang berhenti membayar angsuran, meskipun ada
beberapa anggota yang mengeluhkan dengan adanya sistem tersebut
tapi lebih banyak anggota yang merasakan manfaat dari
diberlakukannya sistem tersebut karena menumbuhkan rasa tolong
menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi
setiap anggota dan di awal perjanjian juga sudah sangat jelas
disampaikan apa saja resiko jika mengambil pinjaman berbasis
kelompok”75

Pak Ippang (selaku Ao BinaArtha) juga menjelaskan :

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang ini sudah
diberlakukan sejak awal saya bekerja di sini dan menurut saya sistem
ini diperbolehkan karena lebih memberikan kemudahan dalam
prosesnya dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan
pegawai BinaArtha karena yang menanggung”76

Sistem tanggung renteng berlaku saat diantara anggota tidak hadir dan
tidak membayar angsuran, baik karena kabur atau pindah rumah tanpa
memberi informasi kepada anggota kelompoknya, sehingga anggota lain
dalam kelompok tersebut harus membayar sisa utang dari anggota yang
angsurannya tidak masuk. Ibu Ani selaku ketua kelompok menuturkan:

“Saya sudah melakukan peminjaman utang di BinaArtha sudah

berjalan 2 tahun dan pasti ada anggota dalam satu kelompok yang

melanggar aturan sehingga sistem tanggung renteng berlaku dalam

pembayaran utang, kami menalangi atau membayar tagihan anggota
yang tidak membayar tersebut”’’

7> Kahar , Wawancara Wakil Kepala Cabang BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang
Kecamatan Watang Sawitto, 05 Januari 2023

’® Ippang, Wawancara Karyawan BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang
Sawitto, 05 Januari 2023

7 Ani (Mitra BinaArtha) , Wawancara di Desa Bentengnge, 06 Januari 2023
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Sistem ini sudah berlaku sejak awal dibentuknya BinaArtha, jika
anggota kelompoknya berhenti membayar angsuran, sehingga anggota lain
dalam kelompok tersebut harus melunasi sisa angsuran anggotanya yang
berhenti membayar angsuran. Sesuai yang diterangkan oleh ibu Amma
selaku ketua kelompok:

“Dalam kelompok saya terdapat 10 orang anggota, dan ada 2 orang

anggota kelompok saya berhenti melakukan membayaran angsuran di

pertengahan pembayarannya, sehingga menjadi tanggungan 8 orang

anggota kelompok kami untuk melunasinya, kami membayar angsuran

2 orang tersebut dengan membagi sama rata yaitu Rp 132.000 di bagi 8

orang berarti tiap anggota membayar Rp 16.500 per 2 minggunya

selain dari pada pembayaran angsurannya sendiri”.”

Bila ada beberapa kelompok tersebut dihadapkan dengan sistem
tanggung renteng, mereka harus membayar utang sisa dari utang/angsuran
yang ditinggalkan dari anggota yang tidak melakukan pelunasan utang baik
di akhir pengembalian, ditengah atau di awal pembayaran utang. Selaras
yang diungkapkan Ibu Susan selaku anggota kelompok:

“Meskipun saya sedikit merasa keberatan dengan adanya sistem ini

tetapi jika saya pikir-pikir sebenarnya untuk kebaikan bersama

meskipun sedikit terbebani karena harus menanggung utang orang lain
tetapi ini sudah menjadi resiko karena kesepakatan awal dan sudah

menjadi tanggung jawab setiap anggo‘[a”79

Ibu Lisna selaku anggota kelompok juga mengatakan:

“Menurut saya sistem diperbolehkan Karena memperat dan
menimbulkan rasa kekeluargaan dengan saling tolong menolong dan

’® Amma (Mitra BinaArtha), Wawancara di Desa Maccorawalie, 05 Januari 2023
7% Susan (Mitra BinaArtha), Wawancara di Desa Jaya, 05 Januari 2023
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juga sebagai rasa tanggung jawab karena telah diberikan pinjaman oleh
BinaArtha”. ¥

Pengembalian utang dengan sistem ini dimaksudkan untuk
memudahkan proses angsuran, yakni pengembalian utang setiap 2 pekan
oleh tiap kelompk tidak bisa kurang, sebab sudah menjadi kesepakatan dan
aturan yang berlaku dari BinaArtha. Ibu Ani selaku ketua kelompok
mengungkapkan:

“Sistem tersebut sebenarnya menurut saya tidak diperbolehkan karena
dalam proses pengembalian utang masyarakat sudah terbebani karena
harus,8 membayar utang pribadi di tambah lagi dengan utang orang
lain”™

Ibu Susan selaku anggota kelompok juga mengatakan:

“Ada beberapa anggota kelompok memang tidak setuju dan merasa
keberatan dengan diberlakukannya sistem tersebut, tetapi menurut saya
kalau mau keberatan kenapa memilih melakukan peminjaman di
BinaArtha karena sejak awal melakukan pinjaman modal semuanya
sudah dijelaskan dan dikasih paham secara detail jika kedepannya
dalam 1 kelompok dihadapkan dengan sistem tanggung renteng
tersebut harus siap menerima resikonya”®

Ibu Amma selaku ketua kelompok juga menambahkan:
“Transaksi tersebut diperbolehkan dan saya tidak keberatan karena
sudah ada kesepakatan kelompok dengan pihak BinaArtha dari awal
secara lisan dan tulisan”®
Oleh karyawan BinaArtha semua anggota kelompok tersebut tidak

bisa menuntut atau tidak menjalankan sistem tersebut, sebab di awal sudah

diterangkan bilamana tidak bisa menjalankan sistem tanggung renteng,

% Lisna (Mitra BinaArtha) , Wawancara di Desa Bentengnge, 06 Januari 2023

# Ani (Mitra BinaArtha) , Wawancara di Desa Bentengnge, 06 Januari 2023

8 Susan (Mitra BinaArtha), Wawancara di Desa Jaya, 05 Januari 2023

8 Amma (Mitra BinaArtha), Wawancara di Desa Maccorawalie, 05 Januari 2023
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maka jangan mengambil pinjaman secara kolektif, dan hal ini sudah
disepakati secara lisan dan tertulis.®*

Faktor utama peminjaman untuk modal usaha, bermula dari membantu
keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang melahirkan pinjaman
dengan pengembalian utang secara tanggung renteng di BinaArtha

Jangka waktu pengembalian utang yakni 1 tahun (12 bulan) dan tidak
ada penambahan waktu. Dengan penetapan tersebut, tiap anggota harus
melunasi pinjamannya dengan angsuran Rp 132.000 per 2 minggu/anggota.
Bila angsuran per 2 minggu ada di antara anggota kelompok yang berhenti
membayar angsuran, maka sisanya menjadi tanggung jawab anggota lain
dalam kelompoknya.

Menurut hemat peneliti, hal ini sudah memberi rasa tanggung jawab
sebab sudah menjalankan kesepakatan di antara mereka, hal mana mugtaridh
harus membayar sisa tagihan dari anggota yang kabur dengan dibagi rata
dengan anggota lain, sehingga setiap tagihan per 2 minggu setiap anggota
harus membayar lebih angsuran sesuai jumlah yang ditinggalkan yang

ditanggung oleh keseluruhan anggota dalam kelompok tersebut.

® Ippang, Wawancara Karyawan BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang
Sawitto, 05 Januari 2023
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B. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem

Tanggung Renteng

Setiap transaksi atau akad harus disertai adanya Rukun dan Syarat di
dalamnya karena merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad.
Para Ulama Figh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali
berpendapat bahwa perbuatan Hiwalah menjadi sah apabila terpenuhi syarat-
syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta berkaitan
dengan utang itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada transaksi
pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian
utang di BinaArha dengan masyarakat dilingkungan Kecamatan Watang
Sawitto.

Setiap transaksi atau akad harus ada rukun dan syaratnya sebagai unsur
vital dalam sebuah akad. Ulama fikih 4 mazhab menerangkan bahwa
perbuatan hiwalah menjadi sah bila memenuhi syarat yang terkait dengan
sejumlah pihak dan utang tersebut. Oleh Hanafiyah, rukun hiwalah hanya
ijab dan gabul saja.®

ljab dari muhil dan gabul dari muhal dan muhal’alaih, seperti muhil
berkata kepada muhal: “saya memindahkan tanggungan utang kepadamu si
fulan, lalu muhal dan muhal’alaih menjawab “ya saya terima”. Dalam

transaksi utang piutang sighat dilakukan di awal akad yakni adanya ijab dan

® |dris Ahmad, Figh al- Syafiiyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 57-58.
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gabul antara pihak BinaArtha dengan masyarakat Kecamatan Watang
Sawitto dengan perjanjian secara lisan dan tulisan yang ditanda tangani
setiap kelompok.

Akad perjanjian pengembalian utang di BinaArtha yakni masyarakat
yang beranggotakan ibu-ibu yang ingin meminjam dana di BinaArtha, objek
dalam utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai sahnya
akad utang piutang diadakan, objeknya yakni sesuatu yang bernilai berupa
uang yang diterima oleh mugtaridh, sehingga uang tersebut bisa menjadi
milik mugtaridh dan sudah memenuhi akad di BinaArtha.

Begitu pun dengan agid (yang melakukan akad) di KecamatanWatang
Sawitto, dalam hal utang piutang sudah memenuhi rukun dan syarat sah
akad, hal mana mugridh (BinaArtha) dan muqtaridh di Kecamatan Watang
Sawitto sudah cakap hukum, baligh atau dewasa, berakal sehat dan tanpa ada
paksaan dalam bersepakat. Perjanjian utang piutang di Kecamatan Watang
Sawitto sudah diketahui jumlah dan jangka waktunya, dari segi akadnya,
peneliti memandang bahwa praktik utang piutang ini sudah sesuai syariat
Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Bagarah (2): 282

Jidly eas o Kap CBs B0 Eed et ) ok 030 1 A 0 el
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Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah
seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar...”%

Dari ayat tersebut, bahwa akad transaksi utang piutang sudah sesuai
ajaran Al-Quran sebab dalam transaksi perjanjian masyarakat Kecamatan
Watang Sawitto sudah dalam bentuk tertulis, ada catatan dan ada saksi yakni
para pegawai BinaArtha, sehingga transaksi tersebut bersifat mengikat
semua pihak yang melakukan perjanjian, dan tidak boleh melanggar
perjanjian tersebut.

Hal ini memperlihatkan bawha ijab dan gabul sangat esensial dalam
akad yakni akad hiwalah yang berlaku dalam pembayaran utang dengan
sistem tanggung renteng di Binaartha Cabang Kota Pinrang Kecamatan
Watang Sawitto sehingga bisa lebih baik kedepannya. Sistem tanggung
renteng sudah berlaku sejak berdirinya PT. BinaArtha Ventura yang saat ini
juga diterapkan di Cabang Kota Pinrang Kecamatan Watang Sawitto, dengan
maksud memperlancar angsuran yang harus dibayar oleh pihak mugtaridh ke
pihak mugridh dan memudahkan pegawai dalam mengambil angsuran
pembayaran utang.

Perihal pembayaran utang diBinaArtha, harus siap menerapkan sistem
tersebut sebagai konsekuensi dari peraturannya bila ingin mengambil

pinjaman secara kolektif. Sistem ini mewajibkan tanggung jawab bersama,

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surabaya: Al-
Hidayah, 1971).
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sebab pada hakikatnya yang menentukan anggota dalam kelompok tersebut

yakni masyarakat, bukan pihak mugridh(BinaArtha).®’

Para ulama sepakat bahwa hiwalah dibolehkan, tanpa ada penolakan,
sebab akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk memudahkan kehidupannya
selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan sesuai syariat Islam. Tujuan dari
akad hiwalah agar tercapainya transaksi utang piutang itu sendiri yakni
tolong menolong yang menjadi syarat yang pertama yakni:

1) Stabilnya muhal’alaih (penerima pindah utang) maka penghiwalahan
kepada seseorang yang tidak bisa membayar utang yakni batal.®®
Muhal’alaih yakni mugtaridh, ibu-ibu di Kecamatan Watang Sawitto
yang meminjam diBinaArtha sebagai syarat hiwalah yakni harus
seimbang muhal alaih artinya yang menanggung atau membayar utang
harus mampu, meski semua anggota yang meminjam dari golongan
menengah ke bawah, mereka merasa bisa melakukan hiwalah (pengalihan
tanggung jawab) dengan dibuktikan oleh kesepakatan awal dan sepakat
akan resiko yang ditanggung, sebab tanggungan muhil bukan hanya 1
anggota saja, tapi semua anggota dalam kelompok tersebut dengan
pembayaran dibagi rata dan bisa dicicil setiap 2 minggu sekali dalam

jangka waktu 1 tahun.

¥ Kahar, Wawancara Wakil Kepala Cabang BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang
Kecamatan Watang Sawitto, 05 Januari 2023

8 Ali Fikri, Al- Muamalat Al- Madiyah wa Al- Adabiyah, Juz 2, Mathba“ah Musthafa Al- Babiy
Al- Halaby, Mesir, cet 1, 1357 H, h. 74-80.
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Perintah tolong menolong dimuat dalam QS al-Bagarah (2): 280

S3alss 25 0y 283w i s sezs ) 8 st 3 05 0

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu
bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila
kamu mengetahui(-nya)”®

Dari ayat tersebut, bahwa saat orang berutang menemui kesulitan
untuk membayar utang, maka Kkita perlu memberi waktu untuk
melunasinya, tapi lebih baik bila utang tersebut disedekahkan dengan niat
baik, sebab itu juga bagian dari menolong sesama dan kebaikan tersebut
juga kembali pada diri kita sendiri.

BinaArtha memudahkan masyarakat bila ada 1 anggota yang berhenti
membayar angsuran meski sisa utang muhil yakni tanggung jawab
muhal alaih BinaArtha tidak langsung menagih sisa utang yang ditinggal
muhil kepada anggota kelompok, tapi pengembalian utang bisa dalam
bentuk angsuran per 2 minggu Rp 13.200 bagi tiap anggota jika
beranggotakan 10 orang, maka jumlahnya sekitar Rp 132.000. Tapi, untuk
membayar angsuran muhil yang ditinggalkan, muhal’alaih harus

menambah pembayaran melebihi uang angsurannya sendiri dengan jumlah

Rp 13.200 per orang secara rata ke setiap anggota kelompok yang dibayar

# Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surabaya: Al-
Hidayah, 1971).
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per 2 minggu hingga pinjaman kelompok sudah selesai. Hal ini selaras
dengan tujuan uang piutang untuk meringankan beban yang berutang.

1. Kesamaan kedua hak, baik jenis maupun Kkadarnya,
penyelesaiannya, tempo, waktu, kualitas dan kuantitasnya. Jenis
perjanjian utang piutang di Binaartha Ventura Cabang Kota Pinrang
Kaecamatan Watang Sawittio yakni uang, jumlahnya sama tiap
anggota yakni Rp 3.000.000 dan jangka waktunya yakni
pembayaran angsuran dilakuka setiap per 2 minggu selama 12 bulan
atau setara dengan 1 tahun.

2. Adanya kerelaan pihak muhil dan muhal tanpa muhal alaih, jadi
bagi muhal’alaih rela maupun tidak rela hal tersebut tidak akan
mempengaruhi kesalahan hiwalah.®

Dari semua sistem tanggung renteng tersebut lebih memberi manfaat

dibanding mudharatnya, sebab memudahkan proses pengembalian utang
atau angsuran, sehingga ada nuansa tolong menolong antar anggota dalam
kelompok peminjaman di BinaArtha.

Bila perkara atau perbuatan memberi bahaya yang tidak bisa

dihilangkan, kecuali satu tindakan bahaya lainnya dan di antara kedua

bahaya tersebut lebih besar dibanding lainnya, maka bahaya yang lebih

% Wahbah Zuhaily, Al- Figh Al- Islamy Al- Adillatuh, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h.
168.
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besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Tapi, bilamana tindaka tersebut
akibatnya lebih besar, maka tidak bisa dilakukan.

Artinya, hanya 3% kelompok yang mempersoalkan sistem tanggung
renteng yang cenderung mudharat, yakni harus membaryar utang orang
lain, hal mana tidak punya utang kepada orang yang sudah berhenti
membayar angsuran. Tapi, dari segi kaidah fikih bisa mengambil mudharat
yang lebih ringan dibanding tidak memberlakukannya sama sekali, sebab
bisa menghambat proses pembayaran utang yang mengakibatkan
perputaran uang di BinaArtha, sehingga proses peminjaman kepada
kelompok lain juga terganggu.®*

Utang piutang seperti ini sama saja memberlakukan Sistem tanggung
jawab bersama atau dalam Muamalah disebut dengan Hiwalah/Hawalah,
Sistem ini sudah diberlakukan dari awal BinaArtha yang saat ini juga
diberlakukan di Cabang Kecamatan Watang Sawitto, Sistem ini
diberlakukan dengan tujuan agar lancarnya angsuran yang harus
dibayarkan dari pihak debitur ke pihak kreditur dan memudahkan pegawai
dalam mengambil angsuran pembayaran utang.

Jadi mengenai pembayaran utang di BinaArtha siap tidak siap harus
menjalankan sistem tersebut karena sudah menjadi peraturannya jika ingin

mengambil pinjaman dengan kelompok, sistem ini mengharuskan adanya

% Kahar, Wawancara Wakil Kepala Cabang BinaArtha Ventura Cabang Kota Pinrang
Kecamatan Watang Sawitto, 05 Januari 2023
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tanggung jawab bersama karna pada dasarnaya yang memilih anggota
dalam kelompok tersebut adalah masayarakat sendiri bukan dari pihak
kreditur. Dalam memilih kelompok masyarakat bisa memilih orang orang
yang dianggapnya bisa bertanggung jawab membayar angsuran hingga
selesai, biasanya anggota dalam suatu kelompok tersebut adalah tetangga
terdekat karna dalam angsuran yang dilakukan perminggu masing masing
anggota harus hadir atau setidaknya menitipkan uang angsuran jika ada
keperluan atau kepentingan lain yang mendesak.

Kemudian mengenai hutang piutang yang dilaksanakan juga dengan
pengalihan tanggung jawab yang dilakukan di BinaArtha, Para ulama telah
sepakat bahwa hiwalah diperbolehkan, tanpa ada yang menolaknya seorang
pun. Karena akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudahkan
kehidupanya selama syarat dan Rukunnya terpenuhi dan sesuai dengan
syariat Islam

Peneliti berpendapat, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dan
pegawai BinaArtha dengan hadirnya sistem tanggung renteng, di antaranya
mewujudnya sikap tolong menolong antar anggota, kekeluargaan, disiplin,
dan pengembalian utangnya lebih terbuka. Pihak BinaArtha juga tidak
tergesa-gesa menagih utang anggota yang berhenti melakukan angsuran,
tapi dengan menyicil per 2 minggu dan dibagi secara meluas dalam

kelompok sehingga membantu anggota.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang akad utang
piutang dengan sistem tanggung renteng dapat disimpulkan bahwa:

Sistem tanggung renteng adalah sistem tanggung jawab para peminjam baik
bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka
untuk menanggung pembayaran utang. Adapun dalam praktik utang piutang
dengan sistem tanggung renteng di Kecamatan Watang Sawitto tersebut ada 3
(tiga) pihak, yakni pihak BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto, anggota yang
tidak bisa memenuhi kewajibannya, dan anggota kelompok lain beserta ketuanya.
Kemudian setelah penanggungan dilaksanakan, orang yang ditanggung
mengembalikan uang tanggungan kepada penanggung di lain waktu. Sistem
tanggung renteng di BinaArtha Kecamatan Watang Sawitto ini merupakan sistem
untuk menanggulangi resiko kerugian pihak kantor, dikarenakan anggotanya tidak
bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utangnya.

Pada perspektif hukum Islam perihal sistm tanggung renteng di Kecamatan
Watang Sawitto,telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi
sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok

dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam

78
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pengembalian utang dan demi kelancaran bersama karna memberikan lebih
banyak manfaat dari pada mudharatnya.
B. SARAN

Hendaknya masyarakat lebih cermat menentukan anggota dalam
kelompoknya saat meminjam di BinaArtha guna mencegah hal-hal menyimpang
agar tujuan utang piutan bisa terwujud. Anggota setiap kelompok wajib
menjalankan ketentuan yang ditetapkan semua pihak pada awal perjanjian, juga

bagi pegawai BinaArtha untuk menguatkan syarat pinjaman.
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VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RESTI'RASSIA

NIM : 18.2200.077

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG
RENTENG DI PT. BINAARTHA VENTURA CABANG KOTA
PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Karyawan dan Wakil Kepala Cabang BinaArtha
1. Sudah berapa lama kantor (BinaArtha) ini beroperasi ?
2. Sejak kapan diberlakukannya sistem tanggung renteng dalam pengambilan
utang di BinaArtha ?

3. Apa yang menjadi alasan mitra meminjam uang?
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10.

11.
12.

13.

14.

Apakah ada syarat yang BinaArtha berikan kepada Mitra untuk
memperoleh pinjaman?

Saat akad dilakukan, apakah ada saksi yang menyaksikan?

Apakah praktik utang piutang ini dituliskan perjanjiannya?

Berapa jumlah uang yang diberikan kepada Mitra dan berapa pula jumlah
pembayaran angsuran?

Kapan pembayaran angsuran dilakukan?

Apakah ada pembatasan waktu untuk melunasi utang tersebut?

Saat pembayaran angsuran, apakah ada tambahan yang diberikan oleh
Mitra?

Apakah Mitra selalu tepat waktu saat pembayaran angsuran?

Apa manfaat yang didapat dengan diberlakukannya sistem tanggung
renteng?

Apakah pernah mendapat keluhan dari Mitra tentang diberlakukannya
sistem tanggung renteng tersebut?

Berapa persen dari keseluruhan kelompok yang anggotanya berhenti

membayar angsuran?

B. Daftar Pertanyaan Mitra BinaArtha

1.

I

Apa yang menjadi alasan anda mengambil pinjaman di BinaArtha
dibandingkan dengan tempat lain?

Apakah ada syarat yang diberikan kepada anda saat melakukan pinjaman
di BinaArtha?

Jika ada apa saja syarat-syarat tersebut?

Saat akad dilakukan, apakah ada saksi yang menyaksikan?

Apakah praktik utang piutang ini dituliskan perjanjiannya?

Bagaimana menurut anda tentang praktik sistem tanggung renteng dalam
pembayaran utang?
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7. Sudah berapa lama anda meminjam utang dengan menggunakan sistem
tanggung renteng di BinaArtha?

8. Bagaimana cara anda melakukan pembayaran? Apakah ada aturan
khusus?

9. Apakah anda merasa tertekan dan dirugikan dengan diberlakukannya
sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang?

10. Apakah anda merasakan adanya rasa keadilan dan kerelaan dengan
diberlakukannya sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang?

11. Apakah ada anggota kelompok yang komplen secara langsung dengan
diberlakukannya sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang?

12. Apakah anda sudah memanfaatkan uang pinjaman sebagaimana mestinya

yaitu untuk membuka usaha mandiri atau kelompok?

Parepare, 25 November 2022

Mengetahui,
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(Dr. Agus Muchsin, M.Ag) (Abd. Karim Faiz, S.HI, M.SI)
NIP: 19731124 200003 1 002 NIP: 19881029 201903 1 007
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